
 
 
 

Menimbang 

Meng;ingat 

CIUBERNUR SUMATl!RA SELATAN 

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

NOMOR TAHUN 2021,l, 

TENTANG 

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZl 
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019-2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

bahwa untu.k melaksanakan ke entuan Pasal 16 ayat (4} 

Peratu:ran Pres�den Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan 

Strategis Pangan clan Gizi,. perlu menetapkan Peraturan 

Gubemur tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan G:izi 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023; 

I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

Daerah T'ingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia. Tahun 1959 Nomor 70 > Tambahan 

Lembaran Negara Repub ·k Indonesia Nomor 18 4); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia 'l'ahun 2004 Nomor 104, Tambaha.n 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomm· 5063); 

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 _entang Pangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, 

Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 5360); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pem.erintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beben1pa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Peru.bah.an Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

,ndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
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7. Peraturan Pemerintah I omor 28 Tahun 2004 ten tang 

Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (L mbaran Negara • epubH 

Indonesia Tahun 2004 Nomor l 07, Tambahan Lembaran 

Negara Republ.k Indonesia Nomo 4424); 

8. Peraturan emerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang 

Ketahanan Pangan dan Gizi {Lembaran Negara Republik 

I.ndo esia Tahun 20 5 Nomor 60, Tambahan Lerrbaran Negara 

epublik I do · sia Nomor 5680); 

9. Perat ran Pr siden Non1or 42 Tahun 2013 tentang Gerakan 

Nasional P,erc pata�n Perbaikan Gizi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Ta un 2013 Nomor 100); 

0. B raturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang K bijakan 

· trategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik 

Indones·a Tahun 2017 Nomor 188}; 

11. Peraturan Men ·eri Perencanaan embangu an 

Nasional/Kepala adan Perencanaan embangunan Nasional 

Nomor 1 1'ahun 2018 tentang Rencana Aksi Pang n dan Gizi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 omor 149) ;. 

12. Peraturan Daerah Pro in i Sumatera Sela an Nomor 1 Tah , • 

2019 tentan� Rencana Pembangun.an Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 

(Lembaran •aerah Pro insi Sumatera Sela an Tahun 2019 

omor I); 

MEMVTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURA GUBERNUR TENTAN RENCANA AK I DAERAH 

PANGAN DAN GlZI PROVINS! SUMATERA SELATAN TAHUN 

2019-2023. 

AB I 

KET NTUAN UMUM 

Bagian Kesa.tu 

Pengertian dan Singkatan 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Provinsi adalah Pro insi Suroatera Selatan. 

2. p. merintah Pro insi adalah Pemerintah ProviI s� Sumatera 

Selatan. 

3. Gubemur adalah Gubernur Sumatera Selatan. 
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4 .  Rencana Aksi Daerah · angan dan Gizi , ang s lanjutnya 

disingkat RAD PG , adalah rencana aksi tingkat dae ·ah b risi 

program serta kegia a · di bidang pangan dan gizi gu a 

mewujudkat umb r daya manusia yang berkua litas dan 

berda a saing. 

5 .  Pemantauan adalah kegiatan m ngamati perkembangan 

pelaksanaan rencana ales·  pangan dan g:izi , mengidenti fikas; 

serta mengantisipasi permasalahan ang timbul dan/atau 

akan tirnbul untuk dapat diar bi l tindakan sedini mungkin. 

6 .  Evaluasi adalah en ilaian yang sistematis dan objektif atas 

implementasi dan hasi l dari rencana aksi pangan dan gizi 

yang te lah sel sai. 

7 .  Pe angkat Daerah adalah Bad.an Pere · canaan Pembangunan 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan beserta perangkat daerah 

ct· lingkungan Pemerintah Pro-vinsi Sumatera Selatan yang 

terkait dalam rangka penyelenggaraan Rencana Aksi aerah 

Pangan dan Gizi Provinsi Suma er Selatan . 

Bagian Kedua 

Maksud ,  Tujuan, Ruang Lingkup� cl an Sasaran 

Pasal 2 

( 1 )  Ma.ksud dari RAD PG P o  insi ini adalah: 

a .  menetapkan suatu r ncana progrrun/ kegiatan 

pembangunan tahunan sebagai pedoman dalam 

meningkatkan pemenuhan ke butuhan pangan dan gizi di 

Provinsi ; clan 

b. sebagai dasar dalam mengkoordinasika pelaksanaan 

pembangunan ketahanan pa · ga n dan gizi di Provinsi . 

(2) Tujuan RAD PG Provinsi ini adalah: 

a .  memenuhi amana Peraturan Presiden tentang Kebijakan 

trategis Pangan da. izi serta keten an peratura:n 

perundang-undangan lain yang terkait �  dan 

b. sebagai pedoman/panduan dalam rnenentukan kebijakan 

a a stra. egi dalam memenuhi keb tuhan pangan. dan giz· 

di Provinsi . 
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Pasal 3 

( 1 )  Ruang Hngk:up RAD PG Provinsi ini adalah:  

a .  ara · k bijakan RAD PG Provinsi ; 

b .  strategi RAD PG Provinsi ;  

c .  prioritas RAD PG Provins - ; 

d .  � ·d ikator RAD PG P ovinsi ; dan 

e. pengendalian dan evaluasi perencanaan RAD PG ProvinsL 

(2) Sasaran RAD PG Provinsi ini adalah sebagai b rikut: 

a .  P,emerintah Pro· insi ; 

b .  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provin 1; 

c. organisasi non pemeri - · .ah; 

d .  wasta ;. 

e .  masyaraka ; 

L keluarga ; dan 

g. indi ·du.  

BAB 11 

RAD PG PROVINSI 

Pasal 4 

{ I }  RAD P Provinsi berlaku dalam jangka wa tu tahun 20 ·· 9 

sampai d ngan tahun 2023 . 

'(2), RAD PG Provinsi sebagaimana dima.ksud pada ayat { 1 ), ,  

me1npun ... ai sistema ika s bagai berikut : 

a . Bab I (Pendahuluan) ; 

b .. Bab I I  ( . encana Aksi Multisektor) ; 

c . ab HI {K rangka Pe ,aksanaan Rencana Aksi) ; 

d . ab IV (Pemantauan dan Evaluasi ) ;  dan 

e .  Bab V (Penutup} . 

(3) Dokumen RAD PG Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) ,. adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran ang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Gubernu:r ini . 

Pasal 5 

Dalam pelaksanaan RAD P Provins · ,  Pemerinta h . rovinsi 

dapat bekerja sama dengan pemangku kepen 'ngan ses ai 

dengan ket ntuan peratu:ran perundang- u11dangan .. 
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BAB UI 

PEMANTAUAN, EVALUASI AN PELAPORA 

Pa al 6 

( 1 )  Pemerintah Provinsi melakukan peman taua.n dan eva.luasi 

pelaksanaan RAD PG Provinsi . 

(2)  U tuk rnengetahui pencapaian RAD P · rovinsi ; dilakukan 

pemantauan da evaluas · program erta kegia an yang telah 

dilaksanakan untuk mel ihat basil yang dicapai den gan target 

dan standar yang ditentukan . 

(3) Dalam rangka pela.ksanaa n  pemantauan dan evaluas · ,  

dilakukan oleh Kelompok Kerj a  RA D  PG PI,ovi · si dan /atau 

instansi / perangkat daerah terkait sesuru d.engan ketentuan 

peraturan perundang-undanga 

(4) Kelompok Kerja RAD PG Provins' se bagaimana dimaksud 

pada ayat (3) , dapat dite apkan dengan Keputusan Gubernur, 

(5} Pemanta.uan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  

dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewalctu­

waktu apabila dip . lukan. 

\ J l!;VaJ'.UaSl se oagaunana U 11"Ksuh ·pc:i:Ui:;t ~ii.yci 1. ' P-h  _)' Q.U5 

dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan untuk p man auan serta 

setiap 1 (satu) tah · s kali · tuk eval asi ata s waktu­

waktu apabila d .  p rlukan . 

(7 )  Pemantauan dan eval uasi RAD TPB / SDG S  sebagaimana 

dimaksud. pada ayat ( I ) ,  dilakukan oleh tim telrnis/kelompok 

kerja serta ins tans · /  perangkat daerah terkait sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 7 

Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RAD PG 

Provin si kepada Menteri / Kepala Lembaga yang 

m nyelenggarakan urusan pemeri tahan di  bidang 

perencanaan pembangunan asional sekali dalam I (satu) 

tah dan sewaktu-wak u apabila diperl I an. 



t H. NASRUNUMAR

BERITADAERAHPROVlNSISUMATERASELATANTAHUN2020_NOMOR4.

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 4. ]'eblmari 2020

J
SEKRETARISDAERAH

PROVINSISUMATERASELATAN'L

~V

t" HERMANDERU

Ditetapkan di PaJembang
pada tanggal 4, ~'ebrua.ri 2020

e.UBERNUR SUMATERASELATAN,t

Daerah Provinsi Surnatera
denganiuiGuberrrurPeraturan'

dalam Berita

mernerintahkanorang mengetahuinya,

BABVI
KETENTUANPENUTUP

Pasal 10
Peraturan Gubernur iru mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap
pengundangan
penempatannya
Selatan.

BABV
KETENTUANPERALIHAN

PasaJ9
Pada saat Peraturan Gubernur ini muJai berlaku, ketentuan
peraturan perundang-undangan danfatau kebijakan yang
ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan
RAD PG Provinsi, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BABN
PENDANAAN

Pasa18
Biaya yang diperlukan dalarn rangka pelaksanaan RAD PG
Provinsi, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD)dan/ atau sumber lain yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
 
 

dto. 
 
 

H. HERMAN DERU 

SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI SUMATERA SELATAN 

 
dto. 

 
H. NASRUN UMAR 

 
 


